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GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa  peruntukan air tanah  ditujukan untuk
kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya
memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan,
lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Air Tanah di Provinsi Jawa
Tengah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diganti;

bahwa guna menjamin  terpenuhinya  kebutuhan
masyarakat atas air tanah dan menjaga lingkungan yang
berkelanjutan diperlukan pengaturan tentang pengelolaan
air tanah berbasis Cekungan Air Tanah (CAT) dengan
memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah
setempat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesi Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86-92);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 65);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3501);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 199);



13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10.

Menteri adalah Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah;

Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan
meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis;

Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang
dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti
proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh
batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung di dalam wilayah
Provinsi Jawa Tengah.
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Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah
air tanah secara alamiah pada CAT.

Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung
secara alamiah pada CAT.

Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau,
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah,
dan pengendalian kerusakan air tanah.

Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian,
eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah.

Konservasi air tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan,
pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna
dan berdayaguna.

Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah,
menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang
disebabkan oleh kerusakan air tanah.

Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang
dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi,
pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air
tanah.

Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan
terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan
pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan
pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

Izin Penggalian Air Tanah adalah izin untuk melakukan kegiatan penggalian air
tanah.

Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah.

[zin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air
tanah untuk kegiatan non usaha.

Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil
air tanah untuk kegiatan usaha.

Logging adalah metode atau teknik untuk mengkarakterisasi formasi dibawah
permukaan dengan pengukuran parameter fisik batuan dalam lubang bor.

Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL,
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,
yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
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Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka air tanah dan
kualitas air tanah pada akuifer tertentu.

Sumur resapan adalah sumur dangkal dan sumur dalam dengan diameter
tertentu untuk memasukan air hujan yang berfungsi sebagai imbuhan buatan.

Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata
berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan
air tanah.

Pencemaran air tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat,
komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia
atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke
tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan,
petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan
air tanah.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam
kegiatan pengusahaan/pemakaian air tanah.

Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan,
penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan
dan mutunya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang intuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik
POLRI adalam Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesian tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas
pelanggaran peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berdasarkan asas:

HpTR o0 a0 o

kelestarian;

keberlanjutan;
keseimbangan;

kemanfaatan umum;
keterjangkauan,;
keterpaduan dan keserasian;
keadilan;

kemandirian;

wawasan lingkungan;



J. transparansi dan akuntabilitas; dan
k. kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud Pengelolaan Air Tanah untuk:

a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan air
tanah berdasarkan batasan CAT;

b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindakan melindungi air
tanah;

c. terjaminnya pemenuhan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi
masa depan;
tercapainya kelestarian air tanah secara kuantitas dan kualitas;

e. terkendalinya pemanfaatan air tanah secara bijaksana sesuai dengan daya
suplainya.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan air tanah untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan
keseimbangan dalam pendayagunaan air tanah sehingga pemanfaatan air tanah
dapat dilakukan secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Air Tanah meliputi:
inventarisasi air tanah;

konservasi air tanah;

pendayagunaan air tanah;

pengendalian daya rusak air tanah;
perizinan,

kerja sama;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian,;
sistem informasi air tanah;

pembiayaan,

sanksi administratif; dan

penyelesaian sengketa.
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BAB IV
INVENTARISASI AIR TANAH

Pasal 6

(1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah, meliputi:
a. kuantitas dan kualitas air tanah;
b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
c. CAT dan prasarana pada CAT;



(2)

d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
Wilayah CAT melalui kegiatan:

a. pemetaan,;

b. penyelidikan;

c. penelitian;

d. eksplorasi; dan/atau

e. evaluasi data.

Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Gubernur dapat menugaskan pada pihak lain.

Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
milik Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan kepada pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KONSERVASI AIR TANAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertumpu
pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air
tanah, serta lingkungan keberadaannya.

Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
a. kajian identifikasi dan evaluasi CAT;

b. kajian kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);
c. perencanaan pemanfaatan;
d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.

Konservasi air tanah dapat dilakukan melalui:

a. perlindungan dan pelestarian air tanah;

b. pengawetan air tanah; dan

c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Pasal 8

Upaya konservasi air tanah terhadap perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau
lingkungan air tanah pada Wilayah CAT dilakukan melalui sumur resapan dan
sumur pantau.

Gubernur dapat menyediakan sumur resapan dan sumur pantau apabila
dipandang perlu.

Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditempatkan
pada jaringan sumur pantau.



(1)

(1)

Gubernur menetapkan jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pada setiap Wilayah CAT berdasarkan:

a. kondisi geologis dan hidrogeologis CAT;

b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan

c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan sumur resapan, sumur pantau
dan jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perlindungan Dan Pelestarian Air Tanah

Pasal 9

Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi, melestarikan kondisi lingkungan
dan fungsi air tanah.

Untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan
dengan penentuan zona konservasi air tanah.

Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada Wilayah
CAT.

Penentuan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi
teknis terkait dan unsur masyarakat terkait.

Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan
dalam bentuk peta, yang diklasifikasikan menjadi:
a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan

b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan
rusak.

Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas,
dan/atau lingkungan air tanah pada Wilayah CAT.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan zona konservasi air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan:

a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau

c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona Kkritis dan zona
rusak.

Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;



(1)

(3)

b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain
dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan

c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari.

Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu
sistem akuifer.

Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan

zona rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan

cara:

a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap
pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah,;

b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan

c. menciptakan imbuhan buatan.

Bagian Ketiga
Pengawetan Air Tanah

Pasal 11

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b
ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air
tanah.

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara:

a. menghemat penggunaan air tanah;
b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan dengan cara:

a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam
kebutuhan;

b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air
tanah;
mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;

. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

™o oo

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan
menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c dilakukan dengan cara:

a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah;



(1)

(1)

b. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;

mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;

mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan

=0 a0

tingkat konsumsi.

Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (S)
terutama dilakukan pada:

a. bagian wilayah CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan penggunaan, peningkatan
kapasitas imbuhan, dan pengendalian penggunaan air  tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah

Pasal 12

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf ¢ ditujukan untuk mempertahankan
dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alami.

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. mencegah pencemaran air tanah;

b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau

c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah wajib menutup
setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13
Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c

ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
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